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PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 17 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah pusat dan atau a
Pemerintah Daerah yang bersifat strategis / penyesuaian
akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang
ditetapkan/terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan
Kebijakan Umum APBD se ta/Strategi dan Pricritas APBD
telah dilakukan perubahan dan telah disepakati pada tanggal
2 Mei 2005;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran. 2005 yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Mengingat - 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Tndonesia Nomer 1649);

2. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang — undang Momor
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
1994 Nomor 62, Tambahan LLembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Nomor 3685) sebagaimansa telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;
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4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688 ),

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor  3851) ,

6. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

7..Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4184) |

8. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003.tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang — undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389) ;

10.Undang - Undang Nomor 150 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Fengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Réepublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

11.Undang - Undang (Nomot 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembafan Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomer 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437); ¥

12.Undang = Undang “ Nom»r 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintan Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Reputlik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4165 ) ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Partanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor y

202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4022) ;
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15 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

_Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4024) |

16. Peraturan Pemerintah Nomo: 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2089,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4027) ;

17 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),

18 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 N
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

19 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139),

20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4416);

21 Peraturan Pemerintah Nomor 29  Tahun 2005 Tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4513),

22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman _Pengurusan dan Pertanggungjawaban
serta Pengawasan . Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005
tentang ~Pedoman Pengajuan,. Penyerahan Laporan
Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

24 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun
2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

25 Peraturan Daerah Kabhupaten Rote Ndao Nomor 12 Tahun
2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2005;

26. Keputusan Dewan Parwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rote Ndao Nomor 17/DPRD/RN/2004 tentang Peraturan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote
Ndao;

27.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rote Ndao Nomor 04/1//DPRD/RN/2005 tentang Persetujuan
Penetapan Perubahan Anggaran Pendzpatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005.
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- Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan ‘
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN
Menetapkan - PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAFATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 130.073.509.025,-

b. Bertambah ' Rp. 5.771.296.081.-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 135.844.805.106.-

2. Belanja '

a. Semula Rp. 121.534.524.005, -

b. Bertambah Rp. 12.642.149.430.-
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 134.176.673.435 -
Surplus/(Befisity setelah Perubahan Rp. 1.668.131.671,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 3.150.032.749,-
2) Bertambah _Bp. 25.814.671.124,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan - Rp.__28.964.703.943 -
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 11,689 017.7G9,-
2) Bertambah Rp. 18 943.817.845.-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 30.632.835.614.- _
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan (Rp. 1.668.131.671.-)
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Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah
ini yang terdiri dari

1. Lampiran | : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
' Daerah; ,
2. Lampiran Il Rincian Perubahan Anggaran [’endapatan dan Belanja
Daerah,
3. Lampiran lll : Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD 3erdasarkan Bidang

Pemerintahan dan Unit Organisasi Peranckat Daerah;

4. Lempiran IV " Daftar Jumlah Pegawai Per Golongar dan Per Jabatan;
5. LampiranV : Daftar Piutang Daerah:
8. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah; i
7. Lampiran VIl :  Daftar. Investasi Daeran
Pasal 3

Lampiran — lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menatapkari Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditihdangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pegngundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerall.,

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 2 Desember 2005

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 2 Pesember 2005

ARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2005.
MIgR.047 SER' A NOMOR 003
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